
 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

vii 
 

ABSTRAK 

Skripsi ini adalah hasil penelitian kepustakaan dengan judul ‛Studi 

Komparasi Imam Abu> Hani>fah dan Imam Sha>fi’i> tentang upah badal haji‛ 

penelitian ini bertujuan  untuk menjawab legalitas hukum mengambil upah badal 

haji yang dipraktikkan kebanyakan masyarakat kita, dimana perbandingan 

pendapat ada beberapa perbedaan antara Imam Abu> Hani>fah dan Imam Sha>fi’i> 

tentang mengambil upah dari badal haji. 

Data dalam penelitian ini dihimpun dengan cara melakukan telaah dan 

kajian teks (teks reading), yang selanjutnya dianalisis dengan menggunakan 

deskriptif komparatif yaitu membandingkan pendapat Imam Abu> Hani>fah dan 

Imam Sha>fi’i> tentang hukum mengambil upah badal haji, dan menganalisisnya 

dengan menggunakan pola pikir deduktif, yaitu dengan cara menggunakan 

pendapat kedua Imam tersebut serta argumentasinya untuk mendapatkan 

jawaban yang bersifat khusus. 

Imam Abu> Hani>fah berpendapat bahwa upah badal haji sama halnya 

dengan upah perbuatan taat, dan beliau mengharamkan untuk mengambil upah 

tersebut. Adalah Imam Sha>fi'i> berpendapat bahwa mengambil upah badal haji itu 

di perbolehkan karena harta itu digunakan dengan tujuan yang baik. Yang dapat 

disimpulkan dari pendapat tersebut bahwa, perbedaan itu banyak dipengaruhi 

oleh istinbat hukum, pola pikir dan kondisi sosial dimana kedua Imam tersebut 

hidup. Dengan adanya pebedaan tersebut, semakin memudahkan untuk memilih 

di antara dua pendapat tersebut mana yang sesuai dengan kondisi yang ada di 

masyarakat kita.  

Dengan mempertimbangkan keadaan masyarakat dan letak geografis, 

maka pendapat Imam Abu Hanifah lebih layak untuk dipakai dalam konteks 

keindonesiaan. Hal ini dikarenakan letak geografis yang sangat jauh dan 

bertujuan untuk meringgankan bagi ahli waris, dengan syarat orang yang telah 

meninggal itu tidak berwasiat haji. Tetapi apabila dia dalam keadaan mampu 

menjalankan ibadah haji, dan belum menjalankanya, maka kewajiban itu tidaklah 

gugur karena dia mempunyai kemungkinan melaksanakannya sebelum dia 

meninggal dan sebelumnya telah memiliki tanggungan haji. 

 

 

 

 


